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Kualifikasi pelaksana

1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Tangerang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3518);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 994);

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan
Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

Peraturan Wali Kota Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 141), sebagaimana telah
diubah, dengan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 40),
Keputusan Wali Kota Nomor 800/Kep. 271 -Kominfo/2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik.
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1 Jabatan Struktural Administrator

2 Jabatan Fungsional Tertentu

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan

1 SOP Pembangunan Aplikasi e-Government
2 SOP Pengembangan Aplikasi e-Government

1 Perangkat Keras Server

2 Perangkat Lunak Sistem Operasi dan Aplikasi
3 Jaringan Internet

4 Komputer atau Laptop

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1 Hanya Organisasi Perangkat Daerah yang dapat mengajukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi
e-Government. Untuk UPT dan Kelurahan agar berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang
menjadi induknya (Dinas / Badan / Kecamatan)

2 Pengajuan hanya dapat dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah / Asisten / Camat / Sekretaris /

Kepala Bagian / Kepala Bidang

1 Setiap pengajuan aplikasi e-Government dari Organisasi Perangkat Daerah berupa surat
dan dokumen pendukung lainnya serta dokumen hasil analisis kelayakan, hasil analisis
teknis aplikasi dan surat jawaban atas permohonan
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